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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan
mekanisme penertiban tanah terlantar serta mengkaji faktor-faktor kendala dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Surabaya 1. Penelitian ini
dilatarbelakangi adanya tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah
ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa
tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Melihat realita di lapangan
mengenai adanya tanah terlantar, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskanlah masalah
mengenai (a) Bagaimana kewenangan dan mekanisme penertiban tanah terlantar
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota
Surabaya | dan (b) Faktor — faktor apa saja yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota
Surabaya |. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian
sosiolegal di mana melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-
undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis,
sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis serta menggunakan metode penelitian
hukum dengan ilmu sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu statute approach,
conceptual approach serta case study.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan penertiban tanah
terlantar merupakan kewenangan delegasi di mana pemerintah (Presiden)
mendelegasikannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. Mekanisme penertibannya melalui tahapan : (1) Inventarisasi tanah hak
atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; (2) Identifikasi dan
penelitian tanah terindikasi terlantar; (3) Peringatan terhadap pemegang hak; (4)
Penetapan tanah terlantar. Sedangkan faktor kendala yang dihadapi adalah
kesadaran hukum Badan Hukum atau perusahaan pemegang Hak Atas Tanah
(HAT) masih kurang; faktor posisi tanah yang sporadik yang dikarenakan
pembebasan tanah oleh perusahaan yang masih terkendala dan persaingan antar
pengembang; tidak adanya akses jalan masuk; keterbatasan dana Badan Hukum
atau perusahaan, adanya budaya masyarakat senyari bumi, sadumuk bathuk,
komputerisasi yang tidak terpadu, kendala teknis operasional saat melakukan
identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar, kendala koordinasi dengan instansi
terkait,, kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang ada, keterbatasan dana, serta
substansi mengenai sanksi akibat penelantaran tanah.
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